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BUPATI LAHAT
PERATURAN BUPATI I.AHAT

NOMOR 7' TAHUN 2Ot7

TENTANG

NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI DAN
URAIAN TUGAS MASING-MASING JABATAN STRUKTURAL

DI LINGKUNGAN KECAMATAN MULAK SEBINGKAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAHAT,

bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah
Kabupaten Lahat Nomor 3 Tahun 2077 tentang
Pembentukan Kecamatan Mulak Sebingkai, maka untuk
operasionalisasi kelembagaannya perlu ditetapkan
nomenklatur, susunan organisasi dan uraian tugas masing-
masing jabatan struktural di lingkungan Kecamatan Mulak
Sebingkai;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perh: menetapkan Peratrrran Bupati tentang
Nomenklatur, Susunan Organisasi dan Uraian Tugas
masing-masing Jabatan Struktural di Lingkungart
Kecamatan Mulak Sebingkai.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor I82ll;
Undang-undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatrrr
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OI4 Nomor 6, Tambahan kmbaran Negara Nomor 5a9al;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2OI4 Nomor 244, Tarnbahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2OLS tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintatran
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 56791;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2AL6 tentang

b.
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Peraturan Daerah Kabupaten Latrat Nomor 4 Tahun 2OL6
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daeratr
Kabupaten Lahat (kmbaran Daerah Kabupaten Lahat
Tahun 2OL6 Nomor 4).
Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 3 Tahun 2OLT
tentang Pembentukan Kecamatan Mulak Sebingkai
(Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tatrun 2017 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

MenetApKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN
ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS MASING.MASING
JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN KECAMATAN
MULAK SEBIGKAI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lahat;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten

Lahat;
3. Bupati adalah Bupati Lahat;
4" Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten

L,ahat;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten

Lahat;
6. Kecamatan adalah Kecamatan Mulak Sebingkai;
7. Camat adalah Camat Mulak Sebingkai Kabupaten lahat;

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Pertama
Susunan Organisasi

Pasal 2

(1) Kecamatan merupakan perangkat Daeratr sebagai
pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah
kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat.

(2) Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan
koordinasi penyelenggaraa.n pemerintahan, pelayanan
publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

(3) Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

5.

6.



Pasal 3

Kecamatan Mulak Sebingkai adalah Kecamatan Tipe A yang
terdiri dari :

a. Camat;
b. Sekretariat Kecamatan :

1. Subbagian Program dan Keuangan;
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;

c. Seksi Pemerintahan;
cl. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
e. Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
f. Seksi Sosial dan Kesejahteraan Ralqyat;
g. Seksi Pelayanan Umum.

Bagian Kedua
Uraian Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Camat
Pasal 4

(1) Kecamatan Mulak Sebingkai di pimpin oleh seorang
Camat yang mempunyai tugas :

a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
b. mengkoordinasikan

masyarakat;
c. mengkoordinasikan

kegiatan pemberdayaan

upaya penyelenggaraan
kententerarnan dan ketertiban umum;

d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan
Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati:

e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan
sarana pelayanan umum;

f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan
pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah
tingkat Kecamatan;

g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatart
Desa dan/atau Kelurahan;

h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh
unit kerja Pemerintah Kabupaten yang ada di
Kecamatan; dan

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati
sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Camat melaksanakan hrgas yang dilimpahkan
oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.



Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 5

Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris
Kecamatan dan mempunyai tugas :

a. mengelola sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan
prasarana Pemerintah Kecamatan;

b. mengelola ketatausahaan, kearsipan, keuangan dan
perlengkapan Pemerintah Kecamatan ;

c. menJrusun rencana anggaran kecamatan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan ;

d. menghimpun peraturan perundang-undangan beserta
petunjuk kerja lainnya untuk pedoman pelaksanaan
tugas;

e. mengatur jadwal pelaksanaan rapat kerja dan/atau
koordinasi baik secara bulanan, triwulan, semester,
maupun tahunan;

f. mengkoordinasikan dan menyinkronkan tugas-tugas Seksi
untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dart

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 6

Subbagian Program dan Keuangan dipimpin oleh seorang
Kepala Subbagian dan mempunyai tugas :

a. memeriksa dan menyiapkan bahan pen5rusunan anggaran
dan belanja dinas, mengurus pembukuan, perhitungan
€rnggaran, dan perbendaharaan;

b. membuat laporan hasil pekedaan Subbagian Program dan
Keuangan guna selanjutnya memberikan saran/usul
kepada atasan untuk kelancaran pelaksanaan ttrgas;

c. menghimpun dan menJrusun peraturan penrndang-
undangan beserta petunjuk pelaksanaan untuk pedoman
melaksanakan tugas Subbagian Program dan Keuangan;

d. men5rusun dan mencatat jadwal kegiatan Camat baik
secara bulanan, tahunan, maupun insidentil; dan

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan bidang tugasnya;

Pasal 7

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang
Kepala Subbagian dan mempunyai tugas :

a. memberikan pelayanan administrasi, ketatausahaan,
kearsipan, dan perlengkapan;

b. mengelola usulan kenaikan pangkat dan cuti pegawai;
c. menJrusun Daftar Urut Kepangkatan pegawai;
d. mengurus proses kenaikan gaji berkala;
e. menghimpun dan men5rusun peraturan perundang-

undangan beserta petunjuk pelaksanaan untuk pedoman
melaksanaan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian;



ot)'

memeriksa dan menyiapkan bahan pembinaan
dan tata laksana, pengelolaan surat men5nrrat'
dan perlengkapan;
memeriksa dan menyiapkan bahart
kepegawaian, pergembangan pegawai, DUtasi,
usaha kepegawaian; dan

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasas
sesuai dengan bidang tugasnYa.

Paragraf 3
Seksi Pemerintahan

Pasal 8

Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan
mempunyai tugas :

a. menJrusun renca.na kegiatan Seksi Pemerintahan sesuai
d.engan rencana kerja Kecamatan sebagai pedoman
pelaksanaan hrgas;

b. menyiapkan bahan dan data dalam pen)rusunan pedoman
teknis pembinaan pengembangan di bidang pemerintahart
umum;

c. menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis,
penyebarluasan informasi tentang berbagai peraturan
perundang-undangan mengenai Desa/Kelurahan dan
pertanahan ;

d. menjrusun bahan penyelenggaraan rapat koordinasi dan
rapat kerja Desa/ Kelurahan;
melaksanakan fasilitasi dan pembinaan terhadap
perangkat Desa/Kelurahan dan lembaga desa lainnya;
menJrusun dan menyiapkan profil Kecamatan;
melaksanakan penilaian terhadap hal-hal prinsip yang
diusulkan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan kepada
Bupati;
melaksanakan tertib administrasi dan hukum pertanahan;
melaksanakan tertib pemanfaatan / penggunaan lahan;
melaksanakan pelayanan administrasi pemindahan hak
atas tanah;

k. memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan
sebagai bahan pengambilan kepuhrsan;

l. mengevaluasi hasil kegiatan Seksi Pemerintahan sebagai
bahan penyusunan rencana kegiatan;

m. memfasilitasi proses pemilihan Kepala Desa dan Badal
Permusyawaratan Desa serta memberikan rekomendasi
pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa;

n. memfasilitasi pencairan alokasi dana Desa; dan
o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasal

sesuai dengan bidang tugasnYa.

Paragraf 4
Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Pasal 9

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh
seor€rng Kepala Seksi dan mempunyai ttrgas ! I

organisasi
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pembinaan
serta tata
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b.

c.

menJrusun rencana kegiatan Seksi Ketentraman dart
Ketertiban Umum sesuai dengan rencana kerja Kecamatas
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
menJrusun rencana kebutuhan Seksi Ketentraman dan
Ketertiban Umum sebagai bahan usulan kepada Camat;
menyiapkan bahan dan data dalam penJnrsunan pedoman
teknis pembinaan pengembangan di bidang ketertibart
umum, meningkatkan persatuan dan kesahran serta
perlindungan rnasyarakat;
menyebarluaskan informasi perundang-undangan
mengenai ketertiban umum;
melaksanakan upaya penegakan Perahrran Daerah serta
meningkatkan ketertiban, kebersihan dan keindahart
lingkungan dengan berkoodinasi bersama perangkat
lainnya;
melaksanakan kegiatan dalam rangka peningkatan dan
pembinaan budaya disiPlin;
melaksanakan kegiatan penataan, pengawasan dan
monitoring terhadap fasilitas umum;
melaksanakan pengawasan dan monitoring tempat-tempat
kerawanan sosial;

i. melaksanakan pembinaan keserasian masyarakat serta
penyelesaian perselisihan antar warga;

j. melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan
apresiasi budaya masyarakat serta mempererat persatrran
dan kesatuan masyarakat;

k. melaksanakan kegiatan pemberdayaan dan
pengkoordinasian kegiatan organisasi masyarakat,
lembaga swadaya masyarakat dan organisasi sosial politik;

l. melaksanakan kegiatan perlindungan masyarakat dari
gangguan ketentraman dan ketertiban serta berkoordinasi
dengan pihak kepolisian Republik Indonesia dan atau
Tentara Nasional Indonesia;

m. melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan
sistem keamanan lingkungan;

n. mengevaluasi hasil kegiatan Seksi Ketentraman dan
Ketertiban sebagai bahan pen5rusunan rencana kegiatan;
dan

o. melaksanakan trrgas lain yang diberikan oleh atasag
sesuai dengan bidang tugasnYa.

Paragraf 5
Seksi Perekonomian dan Pembangunart

' P"sal 10

Seksi Perekonomian dan Pembangunan dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi dan memPunYai tugas :

a. menJrusun rencana kegiatan seksi Perekonomian dan
Pembangunan sesuai dengan rencana kerja Kecamatan
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. men]rusun rencana kebutuhan Seksi Perekonomial dall
Pembangunan sebagai bahan usulart kepada Camat;

c. menghimpun dan menyebarluaskan informasi perahrran
perunaang-undangan mengenai pemberdayaerr

d.

e.

f.
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d. melaksanakan pembinaan administrasi Desa/Kelurahart
mengenai pertanggungiawaban bantuan dari Pemerintah,
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;

e. melaksanakan penilaian terhadap Perattrran Desa dan
Keputusan Desa serta laporan keterangan
pertanggungjarvaban Kepala Desa yang disampaikan
kepada Bupati;

f. melaksanakan pembinaan pelaksana€ut
DesalKelurahan;

penilaian

memfasilitasi usulan pembangunan dari Desa/ Kelurahan;
memberi saran atas pertimbangan kepada pimpinart
sebagai bahan pengambilan keputusan;
mengevaluasi hasil kegiatan Seksi Perekonomian dan
Pembangunan sebagai bahan penyusunan rencana
kegiatan; dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 6
Seksi Sosial dan Kesejahteraan Ralryat

Pasal 11.

Seksi Sosial dan Kesejahteraan Ra[yat dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi dan mempunyai tugas :

a. menJrusun rencana kegiatan Seksi Sosial dan
Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan rencana kerja
Kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
men5rusun rencana kebutuhan Seksi Sosial dan
Kesejahteraan Rakyat sebagai batran usulan kepada
Camat;
menyiapkan bahan dan data dalam rangka pembinaan,
pengembang€rn di bidang kesejatrtera€rn sosial serta
memfasilitasi penyusunan data penyandang masalatr
sosial dan potensi kesejahteraan sosial;
menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di
bidang kepemudaan, olahraga dan kesenian;
memfasilitasi pembentukan Karang Taruna di tingkat
Desa/ Kelurahan dan Kecamatan;

f. memfasilitasi pemberian banttran terhadap korban
bencana alam;

g. memfasilitasi pembentukan organisasi kemasyarakatan;
h. mengevaluasi hasil kegiatan Seksi Sosial dan

Kesejahteraan Ralryat sebagai bahan penJnrsun€rn rencana
kegiatan; dan

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 7
Seksi Pelayanan Umum

Pasal 12

Seksi Pelayanan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
dan mempunyai tugas :

1.

j

b.

C.

d.

e.



men5rusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan Umum
sesuai dengan rencana kerja Kecamatan sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

b. men)rusun rencana kebutuhan Seksi Pelayanan Umum
sebagai bahan usulan kepada Camat;

c. menyiapkan bahan oal data dalam rangka pembinaan,
pengembangan di bidang pelayanan umum;

d. memberikan pelayanan dalam pembuatan Karhr Tanda
Penduduk;

e. memberikan pelayanan dalam pembuatan Karhr Keluarga;
f. memberikarr pelayanan dalam pembuatan surat

keterangan mutasi penduduk;
g. melaksanakan pendataan terhadap penduduk;
h. membuat laporan bulanan dan triwulan kependudukan;
i. mengevaluasi hasil kegiatan Seksi Pelayanan Umum

sebagai bahan pen5rusunan rencana kegiatan; dan
j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

sesuai dengan bidang tugasnya.

Bab III
JABATAN
Pasal 13

Camat merupakan jabatan strukhrral eselon III.a atau
j abatan administrator.

Sekretaris Kecamatan merupakan jabatan strukhrral
eselon III.b atau jabatan administrator.

Kepala Seksi di Kecamatan merupakan jabatan strukhrral
eselon IV.a atau jabatan pengawas.

Kasubbag di Kecamatan merupakan jabatan stnrktural
eselon IV.b atau jabatan pengawas.

Pasal 14

Selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13,
terdapat juga jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.

Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan
fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban keda
pada Kecamatan dan Kelurahan masing-masing.

Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional
sebagaimana dimaksud ayat (21 dapat dilakukan dengan
pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, promosi,
dan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peratrrran

(3)

(4)

(1)

(21

(1)

(2)

(3)



BAB IV
KBTENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku
diundangkart.
Agar setiap orang mengetahuinYa
pengLrndangan Peraturan Bupati ini dengan
dalam Berita Daerah Kabupaten Lahat.

Ditetapkan di Lahat
pada tanggal .rZ :10 - 20L7

ASWARI RIVAT

pada tanggal

memerintahkan
penempatannya

BUPATI

Diundangkan di Lahat
pada tanggal 3 F\ 10 '- 2017

Plt. SBKRBTARIS DAERAH KABUPATEN LAHAT,

*urcLfl"toAN KEUANGAN DAERAH

H. HARYANTO

BERTTA DAERAH KABUpATEN LAHAT TAHUN 2oLT novron 40



F

5
l-lu

A
)-{
L{

a
d

H
.d)o/
THaq

(U

d
(.)
tu

e-l L{gHd
.s €'6
&'E F
EEH,pE

-{.gE
L<qcd cu

6E
L{ Cd

J(OqJOav

s.l
Fr
d
d
t-r
C)
+J
.q
d

.F{ 'tr;
aaLv5o?O\I::Q ) i

HFI
d€

+-{
d.d
a
oa

E

HFg

g

qF
Htr.-.9 Jr/JHh0

HEE
OFtJ4tr
sg
ff

-l-J
d
tr
l-{

d
C)

5E\J ?1HA ).{
f-{ }qr'6ga

ldHH
Egs

{-)bb
+. .L,o) c)}4V

l-{
d
+-J
Ctd F'l
-o cd(sg*)o

.FaVAtbo6,9H1
btu
O
!4

H
d
,q

rr:l Cd
clr 9J(tr
fi'E

Eo
0.

tr tr gd(d(Ur +-) {-)\' (! ctt

B€ E
E qp$dc
Pq coEs
F ig
E.s &.

5#g$,
ifrE g€S

HSI*fEfi

Bi-#sss
rvl

cdbo
E H $E

$e5.q

g
Cd

e
E
s

fa
l+aA
J
z
kl
F
n
;)
r!
v
3t
n
hl
'J)

v
5p

z
f,

O
ril
M
l-'la
a
|-lz
o
M
o
g,
p
E-rv.

:


